SALINAN

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/10/431.013/2026

TENTANG

PENGENAAN MINIMAL KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2026
BUPATI SITUBONDO,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sebagai dasar Pengenaan minimal ketetapan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten  Situbondo yang tertuang dalam = Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), perlu menetapkan
Pengenaan Minimal Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Situbondo Tahun 2026,
yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023
Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun
2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025
Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2025 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pengenaan Minimal Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Situbondo Tahun 2026,
yakni sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).

KEDUA : Pengenaan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
merupakan besaran paling sedikit yang wajib dibayar oleh
wajib pajak dan Tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT).

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI SITUBONDO
ttd.
YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo.

/P 4'?"?: ;
i ;"_ 725 201503 1 001




